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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang memunculkan terobosan baru oleh banyak 

instansi terutama instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan 

penegakan hukum, salah satunya kepolisian, disalah satu Polres di Sumatera Barat 

khususnya Polres Solok Kota, dalam memanfaatkan teknologi informasi Polres Solok 

Kota memunculkan inovasi baru yakni dengan membuat aplikasi pelayanan yang 

dinamai sendiri oleh Polres Solok kota dengan nama paga nagari adapun tujuan dari 

aplikasi ini adalah pelayanan administratif secara online. Adapun permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pelayanan publik dengan 

memanfaatkan teknologi aplikasi paga nagari. Kedua, apa saja yang menjadi kendala 

dalam pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi paga nagari. 

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-empiris 

(sosiologis). Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut, pertama, penerapan aplikasi paga nagari pada prinsipnya telah memudahkan 

masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pihak 

Polres Solok Kota. Namun jika dibandingkan dengan asas-asas pelayanan publik 

yang terdapat dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009, maka maka ditemukan tidak 

seluruh asas yg terpenuhi dalam penerapan aplikasi paga nagari. Asas-asas yang 

terpenuhi yaitu: Asas kepentingan umum, Asas Kepastian Hukum, Asas kesamaan 

hak, Asas keseimbangan hak dan kewajiban, Asas keprofesionalan, Asas partisipatif, 

Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Asas keterbukaan, Asas akuntabilitas, 

Asas ketepatan waktu dan Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. 

Sedangkan asas yang tidak terpenuhi yaitu: Asas Fasilitas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok Rentan. Kedua, Ditinjau dari segi regulasi dan penerapan aplikasi paga 

nagari tidak terdapat kendala yuridis hanya ada kendala non yuridis, yaitu mengenai 

proses sosisalisasi mengenai penerapan aplikasi paga nagari ini juga belum maskimal. 

Kata Kunci: Aplikasi Paga Nagari, Pelayanan Publik. 

 


